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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan pada BAB II diatas yang menjadi pokok masalah dalam 

penulisan ini dapat kita tarik kesimpulan sebagai berikut: 

Pola pembinaan yang dilakukan di Rumah Tahanan Negara Klas II B  Kabanjahe 

agar narapidana tidak mengulangi kejahatan yang pernah dia lakukan dibagi 

dalam 2 pembinaan yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. 

Pola pembinaan kepribadian di Rutan Klas II B Kabanjahe ada 5, yaitu 

pembinaan kesadaraan beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara 

serta kesadaran terhadap hukum, pembinaan kemampuan intelektual, pembinaan 

narapidana tentang bahaya nakoba, pembinaan mengintegrasikan diri dengan 

masyarakat. Pembinaan kemandirian meliputi kerja produktif dan kegiatan kerja 

rumah tangga. Kerja produktif terdiri dari kegiatan pembuatan keranjang jeruk, 

pot bunga, sangkar burung sedangkan kegiatan kerja rumah tangga meliputi 

tamping, pemuka, juru masak, pembantu kantor dan kegiatan kebersihan. Rumah 

Tahanan Negara Klas II B Kabanjahe tidak ada membedakan pembinaan terhadap 

narapidana yang baru pertama kali dibina dengan narapidana yang sudah lebih 

satu kali dibina dengan kasus yang sama. Setiap narapidana akan diberikan 

pembinaan dengan pola pembinaan yang sudah ada.di rumah Tahanan Negara 

k;as II B Kabanjahe. 
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B. SARAN 

Pola pembinaan yang dilakukan di Rumah Tahanan Negara klas II B  Kabanjahe yang 

berupa pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian sudah sangat baik. 

Pembinaan kemandirian  perlu ditambah dengan kegiatan beternak dan bertani di 

Rumah Tahanan Klas II B Kabanjahe karena sebagian besar masyarakat wilayah 

kabupaten karo bermata pencarian di bidang pertanian. Sehingga apabila narapidana 

selesai menjalani masa pembinaan di Rumah Tahanan Klas II B Kabanjahe dapat 

bertani sesuai yang dikembangkan selama pembinaannya. Rumah Tahanan Negara 

Klasa II B Kabanjahe perlu menambah Sub Seksi Pembinaan dalam membantu 

Kepala Rutan agar lebih focus dalam membina narapidana serta perlu di tambah 

pembina yang memiliki pendidkan Strata Satu (S1) dan kemampuan didalam 

membina narapidana di rumah Tahanan Negara Klas II B kabanjahe. 
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